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XOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR: 30/Kpts/ KPU-Prov-O23/ PILGUB/ 20 1 5
TENTANG

PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA,

Menimbang a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4O

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota menjadi Undang-Undang;

b. bahwa dalam rangka melaksanalan ketentuan Pasal 5
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015
tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan
Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang
Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau
Gabungan Partai Politikdalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 47 PRP Tahun 1960 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan
Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran
Negara RI Tahun 1964 Nomor 7) jo. Undang-Undang Nomor
13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi
Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (kmbaran Negara RI
Nomor 94 Tahun 1964, Tambahan lembaran Negara RI
Nomor 2687 Tahun 1964]r;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OLl, tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Iembaran Negara RI Tahun
2011 Nomor 101, Tambahan l,embaran Negara RI Nomor
s2a6l;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2O14 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
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Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota menjadi Undang-Undang (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor O5 Tahun 2008
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 20O8
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2OO8;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2Ol5
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan
Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,
dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5
Nomor 566);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015
tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan
Wakil Walikota Berita Negara Tahun 2015 Nomor 720);

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara
Nomor: l/Kpts/KPU-Prov-O23/PILGUB/2O15 tentang
Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan dan Penghitungan
Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi
Utara Tahun 2015;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara
Nomor: 2/Kpts/KPU-Prov-O23/PILGUB/2015 tentang
Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Sulawesi Utara Tahun 2015;

I Rekapitulasi Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai
Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD
Provinsi Sulawesi Utara Hasil Pemilihan Umum tanggal 9
April 2014 yang tertuang dalam Berita Acara Pleno KPU

Memerhatikan
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Provinsi Sulawesi Utara Nomor : L9/BA/V/2014 tanggal 12
Mei 2014.

2. Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor:
a9/kpts/KPu-Prov-O23 / 2014 tentang penetapan perolehan
Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan
Perwakilan Ralryat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Hasil
Pemilu Tahun 2014;

3. Hasil Rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Utara yang
dituangkan datam berita acara Nomor:
16 / BA / PILGUB / Vtt / 20 1 S tanggal 1 0 Juli Tahun 20 I 5

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI
UTARA TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN
UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI UTARA TAHUN 2015;

Menetapkan Perolehan Jumlah Kursi DpRD provinsi Sulawesi
Utara dan Suara Sah Partai politik pada pemilihan Umum
Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014,
gg[agaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;

Menetapkan Partai Politik atau Gabungan partai politik dapat
mengajukan Pasangan Calon Gubemur dan Wakil Gubernur
apabila memenuhi persyaratan perolehan paling sediki t 20 o/o

(dua puluh persen) dari jumlah kursi DpRD provinsi Sulawesi
Utara, atau 25 o/o (dua puluh lima persen) dari akumulasi
perolehan suara sah dalam pemilihan UmumAnggota DpRD
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014;

Menetapkan Partai Politik atau Gabungan partai politik dalam
mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan
memperoleh paling sedikil 25o/o (dua puluh lima persen) dari
akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada
Diktum KEDUA, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi partai
Politik yang memperoleh kursi di Dewan perwakilan Rakyat
Daerah pada Pemilihan Umum Anggota DpRD provinsi Sulawesi
Utara Tahun 2014;

Menetepkan syarat pencalonan sebagaimana dimaksud pada
Diktum KEDUA, dengan rumus:
a. syarat pencalonan = jumlah kursi Dewan perwakilan Ralryat

Daerah hasil Pemilu Anggota DpRD provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2Ol4 x 2O/LOO adalah 45 x 2O/LOO = 9 (sembilan)
kursi;

b. syarat pencalonan = jumlah seluruh suara sah hasil pemilu
Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2Ol4 x 2Sl IOO
adalah 1.437.162 x 25/ IOO = 359.290,5 suara dibulatkan ke
atas menjadi 359.291 suara;
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KELIMA

KEENAM

c dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b menghasilkan angka pecahan, dilakukan
pembulatan ke atas;

Penetapan syarat sebagaimana yang dimaksud Ditrrtum KEEMPAT
berdasarkan pada Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Partai
Politik dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2014 (Model Formulir EA-l) dan Rekapitulasi perolehan
Kursi Partai PoLitik Dalam Pemilu Anggota DpRD provinsi
Sulawesi Utara Tahun 2014 (Model EA-5) sebagaimana terlampir
yang merupakan kesatuan tak terpisahkan dari Keputusan ini;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 10 Juli 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

ftd

YESSY Y. MOMONGAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARI.AT KPU PROVINSI SUI-AWESI UTARA

Bagial Hukum, Teknis dan Hupmas

Spen ssoh
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DATAM PEMII.U A'{G6OTA DPRD PROVINSI TAHUN 2014

rvloDEt EA-r
Halarnan I

PROVINSI : SL,L.AWES| UTABA

JUMI.AII 5T[URUf{ SUARA SA'{ PARTAI POI.ITII( 1.437.162

Manedo , 12 Mei 2014
I(OMIsI PEMIUHA,{ UMUM PROVIIISI

1. YESSY Y. MOMaNGAN, S,Th.,M.si Ketua
2. Dr. ARDTLES M.B. MEWOH, S.tp.,M.Si Anggota
3. VlVl TESKBT LtOtA GtORGt, S.(M Anggota
4. ZUlKlFll GOLOiIGGOM, S.pd.r Anggota
5. FACHftUDDthI NOH, S.Ag.,M.pd ArSgota

PEftOTE}IAN SUANA sAHNo PABTAI POLITI'(

DAPIL 1 OAPIL 2 DApt[ 3 DAPII 4

,trl\,ltAH SUARA

sA}t PINDAHAT{

llal 1
3

10 158 t3.725
7.49s

10.334

9.075 I2.0?7
45.704

35.921
3,498

I i.476

47,367

14.263

7.324

70.t 26

16.118

92.939
35.859

269.138PARTAI GOLONGATd KARYA

PARTAI KEADIT.ATC SEJAHTERA

PAST AI

POI PERJUANGAN

Partai NasDem

39.442

I

4

I

5

6 27.893 152.696?3.757 15.170 92.367

2.980

31.7i16

58.705

37.053

27.424

15.717 110.541

7

8

I

57.937

16,353

15.746

57.724
10

89.849

4 t ,048
14

6.042

18.775

14.1 19

15

9.790

9.258

2r..659

1 2.334

494

PARTAIGIRINDBA

AMANAT fi,IA5IONAI.PAETAI

PARTAI PTBSATUAN

A{PART TIHA NURAN.I RAI(Y
,AT

PARTAI BUTAN BINTANG

TPAR AI DhNKTADILAN PTRSATUAN IN DOTIESiA

PARTAI DEMO(RAT

3.187

47.312

79.322

585

I 1.756

11 105

3.013

L.259

13,882

6.100

745

2,937 41 66s

43.658

7,865

JUMI.AH
236,930 129.r07 176.832 324.44t 967.312

UTARA

j*w
-/-'I

I

(EEANGI(ITAN EANGSA
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REKAPITULASI J UMLAT{ PEROI.EHAN SUARA SAH PARTAI POLITII(

DATAM PEMILU AI{GGOTA DPRD PROVINSI TAHUT{ 2OT4

PROVINSI SULAWSSI UTARA

1.437, r62

MOOET EA.T
Halam.n 2

JUMI.AH STIUSU}I SUARA SAH PANTAI POT]TIX

1. YESSY Y. MOMOiIIGAN, S.fh.,M.Si

2. Dr. ARDTLES M.R. MEWOH, S.tp.,M.Si

3, VIVI TcSKRI IIOIA GEORGE, S.I(M

4. ZULKIFTI GOTONGGOM, S,Pd.I

s. FACHRUDDTN NOH, S-Ag.,M.pd

Manads , 12 Mel 2014

l(oMtst PEMil.tHAfil UMUM

Ketua

Anggota

Anggota

Anggota

Angtota

UTARA

No

I

PARTAIPOI-ITIN
.IUMIAII SUARA

sAH PINDAHAAI

dari Hal t

PCROLEHAN SUARA sAH
,UMI"AI,I SUARA

5AHDAPIT 5 DAPII6

I Partai NB$Dern 4\.704 25.00s., 8.052 ^78.7n
PARTAI KEBANGXITAN 8ANG5A 3s.921 832 4,892 41.6453 PANTAI KTADILAN 5TJAHTERA 36,859 1.908 1,310

4 PDI PEfr.'UANGAN 269.138
40.077

45.845 92.324 407.3085 PARTAI GOLONGAN XARYA 15?.696 5 3.658
6 PA8TAIGERINDRA

66.486 272..840
92"367 25"743 33.994 152.104-I

PABTAI DEMOKRAT 110.541 30.008 30,1 16
8 PARTAIAMANAT NASIONAt 89,849

170.66s
5.906 3.597 99.352I PARTAI PERSAT{JAN PEMBANGUNAN 41 048 2.958

10 PARTAI HATI NURANI RAKY
2.t25 46 131A] 43.658 12 440 10.065

14 PARTAItsUIAN BINTANG 7.866
66.164

148 240
15 PARTAI I(TADILAN DAN PERSATUAN INDONESJA I 254

41,655 1 950 10 236 53.8s 1

Jt.IMT"AH 961.312 205.402 t63.448 1.437.152

I

I

ry,.!qi.%

jdih.kpu.go.id/Sulut



R EI(APITTJ LASI PT frOLEHAN KURSI PARTA I POLITIK

DALAM PEMIIU ANGGOTA DPRD PROVIIIsI TAHUN 2014

PROVINSI I SULAWESIUTARA

ffi M0D[1 f A'5
Halanran !

No PARTAI PO[ITIK
PTNOIEHAN I{Ufr5I JUNTI-AII XURSI

PINDAI,iAN Hal I
DAplt I DAPIL ? DAPIL 3 D,tPll- 4

1 P,t rtai '1 I

7 FARTAI (i BANGI(IIAI'I {JAN65A

SEJiIHTtEi l ?3 FARTAI f

PD
-l ) 2 q

r\ PA RTAI':{)1"0i\iGAl.J l( ;\fr YA I I.t
I :)

{i PI\R'AI GTRINDRA 1

'l PARTAI DI,fu1OHPAI 7. I 1 4

s PARTAI AMAI4AT NASIOI{AL I 2 f,

9 PAfiIAI PERSATLJAN Pt lllBAiltSuNAn* I 1

rn PAR-IAI HATI IiLIRAI'II RAI(YAI ! I

PAR IAI BTII-AN i}INI AN{]

15 pAR TAI l([A0l tA ll DAN PtRSAI Li A hl lN D0,lt E $lA t

JUMIAH I I 5 10 31

1l Met 2014

I(OMISI PTMII-IHAN UMUM PROVINSI

i. YTSSY Y. MOMOticAN, S iir ,M.Sr Ketua

2 Dr. Afifill[S h'l ft M[WO|{, S.lP "tv1.5r AnESota

3. VIVI f[SKflt tlDiA {,tORGf . S,KM i.ill{goti

4 Zuti(tFt,i 6OI.ONGGOM, $ pC., Anggota

5. f ACHRl.iDt)lN f'iOH,5 Ag,tul Pct AnSSota
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